BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah

tanggal 31 Mei 2016 nomor 180/0009641 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Daearah Kabupaten Tegal, maka
perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal ;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 3881) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4252) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 3321) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 3980) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4485) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

11.

12.

13.

14.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan  Pemerintah Kabupaten Tegal (
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 17 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 101) ;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL KABUPATEN TEGAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 101), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan konsideran huruf c diubah sebagai berikut :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal ;

2. Ketentuan diktum menetapkan diubah sebagai berikut :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2016
BUPATI TEGAL,
Cap.Ttd
ENTHUS SUSMONO
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
Cap.Ttd
HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (9/2016).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAHKABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TEGAL

I. UMUM.

Dengan semakin banyaknya LPPL di Kabupaten Tegal diharapkan
dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman
dan bertagwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka
membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta
menjaga citra positif bangsa. Dan diharapkan dapat menjalankan
fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,
kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan seni dan budaya daerah,
dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Guna memberikan dasar hukum dalam pembentukan,
pengelolaan dan operasional LPPL Radio Publik untuk jasa penyiaran
maka telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor :
180/0009641 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan
dengan hasil klarifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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